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TARGET CAPAIAN 
TAHUN 2023

efektif, efisien dan berkelanjutan
Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan 
permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan

1
1.

Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan 
terjangkau______________________________________ ___ _____
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang 
didukung dengan PSU_____________________________________
Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan

. RACHMAT ROGIANTl 
NIP. 19710720 200211
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____________________________ 5___________________________
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Tahun 2023-2026________________________________________
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Tahun 2023-2026________________________________________
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Tahun 2023-2026________________________________________
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Tahun 2023-2026_______________________________________
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Tahun 2023-2026 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan 
Prdyinsi Bantei

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
: Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di 

bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi
: 1 Pengembangan Perumahan;

2 Kawasan Permukiman;
3 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4 Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasilikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5 Pengelolaan Izin Lokasi;
6 Pengadaan Tan ah Untuk Kepentingan Umum;
7 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
8 Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
9 Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;

10 Penetapan Tanah Ulayat;
11 Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
12 Fasilitasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
13 Penatagunaan Tanah;
14 Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
15 Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
16 Pengembangan dan Pembinaan Sumber Day a Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
17 Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
18 Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
19 Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
20 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang undang.

___________________________________ _________________________________ 3________
Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kineija 

Instansi Pemerintah) OPD
Luasan permukiman kumuh


